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	DIVISI PELAYANAN
	 Nama SOP
	Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (KDRT/TPPO) di UPTD- PPA 

	
	
	

	Dasar Hukum :
1    Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
2    Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
3    Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan  Tindak Pidana
Perdagangan Orang
4    Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor
23 Tahun 2002  tentang Perlindungan Anak
5    Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme
Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
6    Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak No 1
Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Untuk Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan.
7    Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak No 5
Tahun 2010 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan  Perempuan dan Anak.
8    Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak No 6
Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak.
 9   Prosedur Standar Operasional Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan
Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
   10   Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan  Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan
11  Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak

12    Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak

13    Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang atas Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2006 tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan Orang

   14    Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 560/BP3AKB/2014 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Bara
15   ISO 9001:2015 Klausul 8.1; 8.2; 8.5;8.6
	Kualifikasi Pelaksana :
1.    Sudah mengikuti pelatihan tentang Gender dan KtPA
2.    Sudah mengikuti pelatihan tentang penerimaan kasus.
3.    Sudah mengikuti pelatihan penanganan dan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
4    Empati, sabar, jujur, menghargai dan pekerja keras.

	Keterkaitan :
SOP ini terkait dengan SOP Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
	Peralatan /Perlengkapan :
1.    KAK Kegiatan
2.    Notulen dan Daftar Hadir
3.    Dokumentasi Kegiatan ( Dokumen, Photo, dll )
4.    Laporan Kegiatan

	Peringatan : kode etik yang perlu ditaati oleh petugas pendamping korban
1.    Mengembangkan  rasa hormat dan hubungan yang setara dengan korban.
2.    Wajib menjaga kerahasiaan korban dan informasi yang diberikannya.
3.    Menghargai pendapat korban
4.    Sedapat mungkin tidak melakukan kontak fisik dengan korban kekerasan seksual.
5.    Petugas pelayanan dilarang untuk
a.Menjanjikan sesuatu kepada korban, keluarganya, saksi maupun sumber informasi lain;
b.Menggunakan  bahan/hasil informasi atau kasus tanpa seizin korban;
c.Berlaku diskriminatif atau membeda-bedakan antara satu korban dengan yang lain;
d.Memanfaatkan  posisi sebagai petugas/pengelola  unit pelayanan untuk mengambil keuntungan/imbalan dari korban atau keluarganya dalam bentuk apapun;
e.Melakukan kekerasan terhadap korban dalam bentuk apapun; dan
f.Membangun hubungan non-profesional  dengan korban selama masa pemberian pelayanan.
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